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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kenyataan praktik yang dihadapi, 
jarang kita jumpai putusan berupa akta perdamaian. Produk yang dihasilan 
peradilan dalam penyelesaian sengketa yang diajukan, hampir 100% berupa 
putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (winning or losing). 
Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang (win-win 
solution). Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim 
untuk mendamaiakan boleh dikatakan sangat mandul. Akibatnya, keberadaan 
pasal 130 HIR, pasal 154 RBG dalam hukum acara, tidak lebih dari hiasan belaka 
atau rumusan mati. 
Penelitian ini merupakan survay deskriptif, penelitian lapangan (field 
research) yang mengkaji tentang penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa 
perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2013-2017 sesuai PERMA No. 
1 Tahun 2016 dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Untuk menjawab 
permasalahan tersebut penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris di 
mana Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini dijadikan 
sebagai bahan acuan untuk penelitian. Kemudian seluruh data dianalisa secara 
deskriptik-analitik.  
            Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah perkara perdata yang masuk 
terhitung dari tahun 2013-2017 sebanyak 1252 perkara sengketa perdata dan 
perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi hanya sebanyak 11 
perkara terhitung dari tahun 2013 sampai 2017 dan ini membuktikan tidak 
tercapainya tujuan dari PERMA NO 1 TAHUN 2016.  Hal tersebut  berarti 
pemberlakuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 memang telah diterapkan 
walaupun dalam kenyataannya banyak mediasi yang gagal. Begitu juga ukuran 
efektivitasnya yang dirasa menjadi tidak efektif mengingat sangat sedikit perkara 
yang berhasil dimediasikan. 
 Ketidak berhasilan dari mediasi ada tiga aspek yang dapat mempengaruhi 
yakni:  (1) Penerapan Perma di Pengadilan Negeri Sungguminasa telah terlaksana 
dengan baik sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, (2) Pelaksanaan 
mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa belum efektif. Hal ini disebabkan 
karena masih banyak perkara yang gagal di mediasi, (3) Faktor-faktor yang 
menjadi hambatan keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa 























 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum bersifat memaksa dan mengatur seluruh aspek kehidupan di dalam 
wilayah yang dicakupnya, guna menciptakan ketertiban dan keteraturan hidup 
tanpa menimbulkan banyak kekacauan serta mampu menjamin rasa aman bagi 
setiap manusia. Selain itu dapat juga sebagai upaya untuk melindungi 
kepentingan-kepentingan bagi subyek hukum yang merasa hak-haknya dirugikan. 
 Dalam negara hukum yang tunduk kepada the rule of law, kedudukan 
peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan 
sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. 
Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan 
keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi 




Untuk dapat memenuhi kebutuhan atau kepentingan secara wajar, manusia 
membutuhkan interaksi dengan pihak lain (person atau badan hukum). 
Kepentingan dan kebutuhan atau kepentingan manusia itu demikian banyaknya 
maka sangat terbuka kepentingan antara orang satu dengan orang yang lainnya 
salin berbenturan. Benturan kepentingan ini menimbulkan sengketa, yang 
dinamakan sengketa perdata. Sengketa perdata  adalah perkara  perdata  dimana 
                                                          
 
1
  M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian,Dan Putusan pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet VII, h. 229. 
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 paling sedikit ada dua pihak, yaitu pengugat dan tergugat. Jika di dalam 
masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan 
musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan. 
Pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang 
untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
2
  
Kenyataan praktik yang dihadapi, jarang kita jumpai putusan berupa akta 
perdamaian. Produk yang dihasilan peradilan dalam penyelesaian sengketa yang 
diajukan kepadanya, hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak 
menang atau kalah (winning or losing). Jarang ditemukan penyelesaian 
berdasarkan konsep sama-sama menang (win-win solution). Berdasarkan fakta ini, 
kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaiakan boleh 
dikatakan sangat mandul. Akibatnya, keberadaan pasal 130 HIR, pasal 154 RBG 
dalam hukum acara, tidak lebih dari hiasan belaka atau rumusan mati. 
Tidak berperan sama sekali sebagai landasan hukum menyelesaikan 
perkara melalui perdamaian. Ada yang berpendapat, kemadulan itu bukan semata-
mata disebabkan faktor kurangnya kemampuan, kecakapan, dan dedikasi hakim, 
tetapi lebih didominasi motivasi dan peran advokad atau kuasa hukum. Mereka 
lebih cenderung mengarahkan proses litigasi berjalan terus mulai dari peradilan 
tingkat pertama sampai peninjauan kembali, demi mengejar professional fee yang 
besar dan berlanjut. Namun terlepas dari pendapat itu, MA sendiri mensinyalir 
adanya gejala perilaku hakim yang tidak sungguh-sungguh memberdayakan pasal 
130 HIR untuk mendamaikan para pihak yang bersengeta. 
                                                          
2
  Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Yogyakarta: Liberty,2002), h. 84. 
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 Pada umumnya sikap dan perilaku hakim menerapkan pasal 130 HIR, 
hanya bersifat formalitas. Kalau begitu, kemandulan peradilan menghasilan 
penyelesaian melalui perdamaian bukan karena distorsi pihak advokad atau kuasa 
hukum, tetapi melekat pada diri hakim yang lebih ngedepankan sikap formalitas 
dari pada panggilan dedikasi dan seruan moral sesuai dengan ungkapan yang 
mengatakan: keadilan yang hakiki diperoleh pihak yang bersengketa melalui 
perdamaian. 
Memperhatikan keadaan yang dijelaskan di atas, MA terpanggil untuk 
lebih memberdayakan para hakim menyelesaikan perkara dengan perdamaian 
yang digariskan pasal 130 HIR, melalui mekanise integrasi mediasi dalam sistem 
peradilan. Sistem ini hampir sama dengan bentuk koneksitas peradilan dengan 
mediasi atau court connected mediation yang dikembangkan di berbagai negara. 
Perkara melalui mediasi dalam sengketa perdata atau sengketa gugatan 
cara-cara yang digunakan ádalah para pihak membuat, menentukan secara sendiri 
secara ikhlas dan sadar isi perjanjian perdamaian, dalam rangka mewujudkan 
proses sederhana, cepat dan murah. Pasal 130 HIR yang mengatur upaya 
perdamaian masih dapat diintensifkan. Caranya, mengintegrasikan proses mediasi 
ke dalam prosedur perkara. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 
tentang prosedur mediasi di pengadilan, mewajibkan terlebih dahulu ditempuh 
upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Paling lama sehari setelah sidang 
pertama para pihak harus memilih mediator yang dimiliki oleh Pengadilan dan 
yang tidak tercantum dalam daftar Pengadilan. 
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 Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai 
peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang 
masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan 
silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis dari pada 
keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan 
mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga 
menjadi rusak. Menyelamatkan muka (face saving) atau nama baik seseorang 
adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa 
di Negara berbudaya Timur,termasuk Indonesia.
3
 
Pada umunya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian 
sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif 
menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan 
biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun 
damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu 
memperbaiki hubungan seilaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, 
khususnya diantara sesama muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 
9-10: 
 يَرُْخْلْا ًَلَع اَمُهَادِْحإ َْتَغب ِنَئف اَمَُهىْيَب اىُحِلَْصأَف اُىَلَتتْقا َهِيىِمْؤُمْلا َهِم ِنَاتَِفئاَط نِإَو
 ِلَْدعْلِاب اَمَُهىْيَب اىُحِلَْصأَف ْتءاَف ِنئَف ِ َّاللَّ ِرَْمأ ًَِلإ َءيَِفت ًَّتَح يِغَْبت ِيتَّلا اُىلِتاَقَف
                                                          
3
  A. Syukur Fatahillah, Mediasi Yudisial Di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2012),      
h.  212. 
   
4 
  َ َّاللَّ َّنِإ اىُطِسَْقأَو  َهيِطِسْقُمْلا اُ ُِحح ٩ ْمُكْحَىََخأ َهْيَب اىُحِلَْصأَف ٌةَىِْخإ َنُىىِمْؤُمْلا اَمَّوِإ ﴾
  َنىُمَحُْرت ْمُكَّلََعل َ َّاللَّ اُىقَّتاَو٠١﴾ 
Terjemahnya: 
 
“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu 
berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan 
yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah 
Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka 
damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”4 
 
Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai mediator tersebut maka 
wajib menunjuk mediator dari daftar yang disediakan oleh Pengadilan saja. 
Apabila hal tersebut tidak juga berhasil, dalam jangka satu hari kerja berdasarkan 
penetapan, Ketua majelis berwenang menunjuk seorang mediator. Proses mediasi 
harus selesai dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan atau 
penetapan penunjukan mediator. Seandainya mediator berasal dari luar 
lingkungan pengadilan jangka waktu tersebut diperpanjang menjadi 30 hari. 
Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan 
perkara atau pernyataan perkara telah selesai disampaikan dalam sidang. Majelis 
Hakim kemudian akan mengkukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian. 
Tetapi apabila gagal maka tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis. 
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 Departemen Agama, Al-qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Jumanatul Ali- Art, 2005), h. 
534. 
5
 Krisna Harahap. Hukum Acara Perdata (Bandung: PT Grafiti Budi Utami, 2008),  h. 62. 
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 Mediasi sebagai salah satu penyelesain alternatif sengketa yang belum 
lama ini diketahui dan dikenal oleh masyarakat pada umumnya dan juga belum 
dikenal dalam suatu wacana hukum di Indonesia. Tidak semua Pengadilan 
menerapkan atau menggunakan mediasi. Inti dari mediasi adalah mediasi sudah 
menjadi budaya masyarakat Indonesia. Mediasi harus banyak memerlukan 
adaptasi soialisasi baik bagi masyarakat Indonesia, birokrasi pemerintah, maupun 
para penegak hukum. Dengan adanya ketentuan dalam pasal 130 ayat (1) HIR 
atau pasal 154 ayat (1) RBg tersebut, maka jelas hakim mempunyai peranan yang 
aktif untuk mengusahakan penyelesaian secara damai untuk perkara perdata yang 
diperiksanya. Dalam kaitan ini hakim haruslah dapat memberikan suatu 
pengertian bahwa penyelesaian perkara dengan cara perdamaian merupakan suatu 
cara penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana dari pada diselesaikan dengan 
cara putusan pengadilan, baik dipandang dari segi hukum masyarakat maupun 
dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan
6
. Berdasarkan 
uraian, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul 
“PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA MEDIASI 
OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA” 
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 Ridwan Syahrani, Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Bandung: PT. Citra Aditya 








 B. Fokus Penelitian dan Deksriktif Fokus 
 Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan 
agar lebih memudahkan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam draf 
ini, maka penulis mengemukakan beberapa pengertian terhadap kata yang 
dianggap perlu.  
1. Sengketa adalah perselisihan antar individu atau beberapa orang dengan 
orang lainnya sehingga menimbulkan konflik atau perkara. 
2. Perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik itu yang tertulis 
maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu 
dengan subjek hukum yang lainnya dalam hubungan keluarga dan di 
dalam pergaulan kemasyarakatan. 
3. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak 
ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan 
yang  membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian 
(solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. 
4. Pengadilan dalam istilah Inggris disebut court dan rechtbank dalam bahasa 
Indonesia yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa 
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.  
Agar penyusunan skripsi ini lebih terfokus, maka pembahasan dan isi dari skripsi ini 
dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian sesuai dengan 
objek penelitian maka batasan ruang lingkup yang ingin diteliti dalam penulisan skripsi 
ini adalah apa saja yang mempengaruhi sehingga tidak terjadinya suatu perdamaian lewat 
mediasi di pengadilan tersebut. 
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 C. Rumusan Masalah 
          Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan diatas, maka 
pokok masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu berkaitan dengan 
“Penyebab Ketidak Berhasilan Mediasi Sebagai Altenafis Penyelesaian Sengketa 
Perdata”. Agar masalah tersebut dapat dipahami dengan mudah dan jelas, maka 
penyusun membagi dalam sub masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa 
perdata? 
2. Bagaimanakah akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak?  
D. Kajian Pustaka 
Untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot yang 
tinggi, maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang 
menopang terealisasinya sripsi ini. Rujukan buku-buku atau referensi yang ada 
kaitannya dengan sripsi ini merupakan sumber yang sangat penting meyusun 
beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah menelusuri beberapa 
referensi, penulis menemukan sejumlah buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan 
dengan judul skripsi yang akan di teliti, yaitu: 
1. M. Yahya Harahap, S.H., “Hukum Acara Perdata”, 2015. Buku ini 
menjelaskan segala segi yang perlu diketahui oleh khalayak, terutama 
para masyarakat dan mahasiswa fakultas hukum tentang persoalan 
proses penyelesaian sengketa perdata lewat mediasi, dalam buku ini 
sangan kompleks sehingga sangat baik mengupas segala persoalan. 
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 2. Retnowulan Susantio S.H., “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan 
Praktek”,1979. Buku ini tidak jauh beda denga buku sebelumnya 
dalam buku ini membahas masalah apa yang kerap terjadi dalam 
prores berjalannya sengketa perdata di pengadilan. 
3. R. Tresna, Komentar HIR”,2000. Buku ini membahas persoalan 
mengenai isi pasal dalam HIR menjelaskan tentang himpunan 
peraturan-peraturan hukum acar yang terdiri dari pasal yang membahas 
mengenai mediasi, Peraturan-peraturan Mengenai Konversi, 
Permohonan dan Pemberian Hak. 
4. Achmad Ali, “Menang dalam Perkara Perdata”,1997.  Buku ini 
menjelaskan segala seluk beluk mengenai tata beracara di pengadilan 
baik dari segi teori yang tepat maupun praktek yang amat baik untuk 
memenangkan sengketa perdata. 
Setelah mengkaji dari beberapa karya ilmiah yang membahas tentang sengketa 
perdata baik berupa buku sejauh ini penyusun belum menemukan 
pembahasan yang secara spesifik membahas mengenai “Penyelesaian 
Sengeta Perdata dengan Cara Mediasi”. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Dalam suatu penelitian haruslah mempunyai suatu tujuan penelitian 
Tujuan ini tidak lepas dari pokok permasalahan diatas, ada dua tujuan penelitian 
yang harus dihadapi yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif. 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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 1. Tujuan obyektif 
a. Untuk mengetahui penerapan mediasi sebagai alternatif penyeleseaian 
sengketa perdata. 
b. Untuk mengetahui akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak. 
2. Tujuan subyektif 
a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai hasil penelitian untuk 
menjawab permasalahan dalam menyusun suatu penulisan dan penelitian 
hukum. 
b.   Untuk menambah wawasan dan memperoleh pengetahuan bagi penulis. 
       Dalam suatu penelitian, terdapat suatu manfaat penelitian. Selain bermanfaat 
bagi penulis, diharapkan juga bisa bermanfaat bagi semua pihak dan tentunya 
mempunyai manfaat yang dianggap positif. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua 
yaitu secara teoritis dan secara praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut : 
1. Secara teoritis 
a. Menghasilkan suatu penjelasan tentang Penyelesaian Sengketa Perdata 
dengan cara mediasi yang oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
b. Menghasilkan suatu penjelasan tentang akibat hukum bagi kedua belah 
pihak. 
2. Secara praktis 
a. Mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan bagi penulis 
dalam menyusun suatu penulisan hukum. 
10 
 b. Sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada 

























                                                                      BAB II  
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Tinjauan Tentang Sengketa Perdata 
     1) Penyelesaian Di Dalam Pengadilan (Litigasi) 
Suyud Margono berpendapat bahwa litigasi adalah gugatan atas suatu 
konflik yang direalisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana 




Litigasi sangat formal terkait pada hukum acara, para pihak berhadap-
hadapan untuk saling beragumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga (hakim) 
tidak ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya 
bersifat terbuka atau transaparan, hasil akhir berupa putusan yang didukung 
pandangan atau pertimbangan hakim. Kelebihan dari litigasi adalah proses 
beracara jelas dan pasti sudah ada pakem yang harus diikuti sebagai protap. 
Adapun kelemahan litigasi adalah proses lama, berlarut-larut untuk mendapatkan 
putusan yang final dan mengikat menimbulkan ketegangan antara pihak 
permusuhan, kemampuan pengetahuan hukum bersifat umum tidak bersifat 




                                                          
7
  Suyud Margono. ADR (Alternative Dispute Resoluttion) & Arbitrase, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2004), hal: 23. 
 
8
 “Litigasi”  http://www. dalyeni.multiply.com 2016 
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 Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 menjelaskan 
tentang keterpisahan mediasi dari litigasi adalah sebagai berikut : 
a) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan 
pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan 
sebagai alat dalam suatu proses persidangan perkara yang 
bersangkutan atau perkara lain. 
b) Catatan mediator wajib dimusnakan. 
c)  Mediator tidak boleh diminta mejadi saksi dalam proses perkara yang 
bersangkutan. 
d) Mediator tidak dapat dikenal pertanggungjawaban pidana maupun 
perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi. 
2) Penyelesaian Di Luar Pengadilan (Non Litigasi) 
penyelesaian sengketa didalam pengadilan ada juga sengketa diluar 
pengadilan yang disebut dengan non litigasi. Yang telah diatur dalam Pasal 70 
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang mengatur Tentang arbitrase dan 
alternatif penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu penyelesaian sengketa diluar 
pengadilan dibagi menjadi dua yaitu : 
a) Arbitrase 
Lembaga arbitrase melalui tenaga ahli sebagai pengganti Hakim 
berdasarkan Undang-Undang mengganti dan memutus suatu sengketa 
antar pihak-pihak yang berselisih. Arbitrase merupakan suatu 
penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, oleh para wasit yang dipilih 
kedua belah pihak untuk bersengketa. Untuk menyelesaikan melalui 
13 
 jalur hukum yang putusannya diakui sebagai putusan terakhir dan 
mengikat. Syarat utama agar putusan dapat diselesaikan melalui badan 
arbitrase adalah adanya persetujuan pihak-pihak yang bersengketa 




Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
10
 
b) Alternatif penyelesaian sengketa 
Sengketa atau konflik merupakan bagian dari proses interaksi 
antar manusia. Setiap individu atau pihak yang mengalami sengketa akan 
berusaha menyelesaikannya menurut cara-cara yang dipandang paling 
tepat. Secara dikotomi cara-cara penyelesaian sengketa yang dapat 
ditempuh itu meliputi dua kemungkinan, yaitu melalui penegakan 
hukum formal oleh lembaga peradilan atau proses diluar peradilan yang 
mengarah pada pendekatan kompromi.
11
  
Pada awal pengembangan Alternative Dispute Resolution (ADR) muncul 
pola pikir perlunya pengintegrasian komponen ADR ke dalam undang-undang 
mengenai arbitrase. Pemikiran tersebut dimaksudkan untuk menjadikan ADR 
sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat 
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   Sudikno Mertokusumo,Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: Liberty,2002), hal:57 . 
 
11
 Muhammad Jamin, Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Surakarta: 
Universitas Sebelas Maret (UNS), 1995), hal: 32. 
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 berkembang pesat dan sesuai dengan tujuannya. Pembentukan ADR sebagai 
alternatif penyelesaian sengketa tidak cukup dengan dukungan budaya 
musyawarah atau mufakat dari masyarakat, tetapi perlu pengembangan dan 
pelembagaan yang meliputi perundang-undangan untuk memberikan landasan 
hukum dan pembentukan asosiasi profesi atau jasa profesional.
12
 
    Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam pasal 70 Undang-
Undang No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative Penyelesaian 
Sengketa menentukan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat 
mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan-putusan tersebut diduga 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
(a) Surat atau dokumen yang disajikan dalam pemeriksaan, setelah putusan 
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. 
(b) Setelah putusan diambil ditemuan dokumen yang bersifat menentukan, 
yang disembunyikan oleh pihak lawan 
(c) Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh satu dalam 
penyelesaian sengketa. Kesepakatan di luar pengadilan juga diatur dalam 
peraturan Mahamah Agung No.1 Tahun 2008 (PERMA) pasal 23 yaitu 
sebagai berikut: 
         (1) Para pihak dengan bantuan mediator besetifikat yang berhasil   
menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan 
perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian 
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 Suyud Margono. ADR (Alternative Dispute Resoluttion) & Arbitrase, (Bogor: Galia 
Indonesia, 2004), hal: 106. 
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 tersebut ke Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta 
perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.  
(2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat harus 
disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan 
dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum 
para pihak dengan obyek sengketa. 
(3) Hakim di hadapkan para pihak hanya akan menguatkan 
kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila 
kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat 
sebagai berkut : 
a. Sesuai kehendak para pihak; 
b. Tidak bertentangan dengan hukum; 
c. Tidak merugikan pihak ketiga; 
d. Dapat dieksekusi; 
e. Dengan itikad baik. 
B. Tinjauan tentang Mediasi 
     1) Pengertian Mediasi 
Menurut pendapat Moore C.W dalam naskah akademis mediasi, mediasi 
adalah interensi terhadap suatu sengketa atau negoisasi oleh pihak ketiga yang 
dapat diterima, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam 
membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara 
16 
 sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan.
13
 Mediasi 
adalah upaya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui 
perundingan dengan bantuan pihak lain yang netral.
14
  
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.
15
 
Kesimpulan mediasi  apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:  
a) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas  
kesukarelaan melalui suatu perundingan. 
b) Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa 
untuk mencari penyelesaian, 
c) Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa. 
d) Mediator tidak boleh memberi kewenangan untuk mengambil keputusan 
selama perundingan berlangsung. 
e) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesimpulan yang 
dapat diterima dari pihak-pihak yang bersengketa.
16
 
2) Prinsip-Prinsip Mediasi 
  Prinsip-prinip mediasi yang digunakan pada dasarnya adalah sebagai berikut: 
a) Kewajiban partisipasi seluruh pihak dalam proses mediasi. 
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 .Uhammad Jamin. Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Surakarta: 
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 b) Upaya maksimal untuk mencapai mufakat.  
c) Penggunaan pendekatan rekturisasi dengan pola best commerciaal 
practice. 
d) Menghormati hak-hak para pihak yang terkait.
17
  
      Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan tentang karakteristik dari prinsip  
dalam suatu mediasi yaitu: 
a) Accessible 
Setiap orang yang membutuhkan dapat menggunakan mediasi, tidak 
ada suatu prosedur yang kaku dalam kaitannya dengan karakteristik 
antara mediasi yang satu dengan yang lainnya 
         b) Voluntary 
Setiap orang yang mengambil bagian dalam proses mediasi harus 
sepakat dan dapat memutuskan setiap saat apabila ia menginginkan 
mereka tidak dapat memaksa untuk dapat menerima suatu hasil mediasi 
apabila dia merasa hasil mediasi tidak menguntungkan atau memuaskan 
dirinya. 
c) Confidential 
Para pihak ingin merasa bebas untuk menyatakan apa saja dan 
menjadi terbuka untuk kepentingan mediasi. 
d) Fasilitative 
Mediasi merupakan kreatifitas dan pendekatan pemecahan masalah 
terhadap persoalan yang dihadapi dan bergantung pada mediator untuk 
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3) Dasar Hukum Mediasi 
Dasar hukum mediasi adalah Undang-Undang No.4 Tahun 2004 pasal 
16 ayat (2) tentang kekusaan kehakiman yang berbunyi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata 
dengan cara perdamaian. Undang- Undang No 30 Tahun 1990 tentang arbitrese 
dan alternative penyelesaian sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan 
lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Menurut 
ketentuan dari peraturan Mahkamah Agung bahwa setelah dilakukan evaluasi 
terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan 
beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung 
tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 
Tahun 2003 direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi 
yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Sehingga peraturan 
Mahkamah Agung No 2 Tahun 2003 diubah menjadi Peraturan Mahkamah 
Agung No 1 Tahun 2008 diubah lagi menjadi Peraturan Mahkamah Agung No 
1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan .
19
 
4) Tujuan mediasi 
Mediasi mempunyai suatu tujuan-tujuan. Adapun tujuan dari mediasi 
adalah sebagai berikut:  
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  Muchammad Zainuddin, Hukum dalam Mediasi. (Surabaya : Universits Erlangga 
(UNAIR-Pres), 2008), hal: 1. 
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     a) Mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh 
para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa. 
b) Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan 
perundingan atau negosiasi. 
 c) Mediasi lazimnya terjadi setelah para pihak yang bersengketa 
melakukan negosiasi dan gagal mencapai kesepakatan. Karena itu 
sering dinyatakan bahan mediasi adalah merupakan suatu negosiasi 
dengan melibatkan pihak ketiga yang mmiliki pengetahuan tentang 
prosedur negosiasi yang efektif dan berfungsi membantu para pihak 
yang bersengketa mengkoordinasikan negoisinya agar berjalan efektif 
dan efisien. Tujuan mediasi dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian 
yaitu tujuan utama dan tujuan tambahan, yang dimaksud dengan tujuan 
utama yaitu membantu mencarikan jalan keluar atau alternative 
penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang 
disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. 
Dengan demikian proses negosiasi adalah proses yang forward looking dan 
bukan backward looking. Yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan 
atau dasar hukum yang diterapkan namun kepada penyelesaian masalah.” the goal 
is not truth finding or low imposing but problem solving”.20 
Sedangkan untuk tujuan tambahan disini yaitu dengan melalui proses 
mediasi diharapkan dapat dicapai terjalinnya komunikasi yang lebih baik diantara 
para pihak yang bersengketa dan menjadikan para pihak yang bersengketa dapat 
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 mendengar, memahami alasan atau penjelasan atau argumentasi yang menjadi 
dasar atau pertimbangan pihak lain. Dengan adanya pertemuan tatap muka, 
diharapkan dapat mengurangi rasa marah atau bermusuhan antara pihak-pihak 
yang satu dengan yang lainnya”. 
5) Proses mediasi 
Dalam suatu mediasi dijelaskan tentang tahap-tahap proses mediasi sesuai 
dengan Peraturan Mahkamah Agung berlangsung No 1 Tahun 2016 tentang 
penyerahan resume perkara dan lama proses mediasi sebagai berikut: 
    a) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk 
mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan 
resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. 
b) Dalam waktu paling sedikit 5 hari kerja setelah para pihak gagal memilih 
mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara 
kepada hakim mediator yang ditunjuk. 
c) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari keja sejak mediator dipilih 
oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim . 
d) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu proses mediasi dapat 
dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. 
e) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan 
perkara.  
f) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat 
dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi Proses 
21 
 mediasi dalam hal ini dibai menjadi dua tahap yaitu pra mediasi dan tahap 
mediasi, yang mana sudah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 yaitu : 
                    a. Tahap pra Mediasi 
Pada hari sidang yang telah ditentukan yang telah 
ditentukan oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak 
untuk melakukan mediasi. Kehadiran dari pihak turut Tegugat 
tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, sehingga hakim melalui 
kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para 
pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses 
mediasi.kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para 
pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. 
hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk 
memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi 
dan hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini 
kepada para pihak yang bersengketa. 
 b. Tahap Mediasi 
Ketika para pihak sepakat untuk melakukan proses mediasi, 
yang mana para pihak berkehendak untuk mencapai kesepakatan 
penyelesaian atas sengketanya. Mediasi akan berjalan dengan 
kondisi-kondisi sebagai berikut : 
      (1) Mediator adalah seorang fasilitator yang akan membantu 
para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki 
oleh para pihak. 
22 
 (2) Mediator tidak memberi nasehat atau pendapat hukum. 
(3) Para pihak yang bersengketa dapat meminta pendapat para 
ahli baik dari sisi hukum lainnya selama proses mediasi 
berlangsung. 
(4) Mediator tidak dapat bertindak sebagai penasehat hukum 
terhadap salah satu pihak dalam kasus yang sama ataupun 
yang berhubungan dan ia juga tidak dapat bertindak sebagai 
arbiter atau kasus yang sama. 
(5) Para pihak paham agar proses mediasi dapat berjalan 
dengan baik maka diperlukan proses komunikasi yang 
terbuka dan jujur, selanjutnya segala bentuk negosiasi dan 
pernyataan baik tertulis maupun lisan yang dibuat dalam 
proses mediasi akan diperlukan sebagai informasi yang 
bersifat tertutup dan rahasia Kovach.
21
 membagi proses 
mediasi ke dalam 9 tahapan berikut: 
a) Penataan atau pengaturan awal. 
b) Pengantar atau pembukuan oleh meditor, 
c) Pernyataan pembukan oleh para pihak,  
d) Pengumpulan informasi, 
e) Identifikasi masalah, penyusunan agenda dan kaukus, 
f) Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah, 
g) Melakukan tawar-menawar, 
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 h) Kesepakatan, 
i) Penutupan 
C. Tinjauan tentang Mediator 
   1) Pengertian mediator 
Pengertian Mediator menurut Muchammad Zainudin adalah pihak 
ketiga yang terlibat dalam suatu proses negosiasi atas permintaan para pihak 
secara sukarela dan harus bersikap netral. 
Menurut Peraturan Mahkmah Agung No 1 Tahun 2016 mediator 
adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan 
guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 
menggunakan cara memutus atau menyelesaikan sebuah penyelesaian.
22
 
2) Fungsi mediator 
Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai 
fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah 
sebagai berikut:  
a) Memperbaiki kelanaan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada 
hambatan dan sekat-sekat pikologis. 
   b) Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi 
yang fair. 
c) Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan 
tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung. 
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 d) Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-
masing para pihak 
3) Posisi mediator 
Sebagai seorang mediator haruslah memiliki posisi, dalam hal ini 
khususnya dalam menangani kasus mediasi. Adapun posisi mediator dalam hal 
ini adalh sebagai berikut : 
a) Mediator tidak boleh melakukan penilaian tentang siapa yang benar dan 
siapa yang salah diantara para pihak yang sedang berselisih atau 
bersengketa. 
b) Mediator adalah pihak netral yang membantu para phak dalam proses 
negosiasi guna mencari erbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa 
menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 
c) Mediator tidak boleh mengambil suatu keputusan atas persengketan atau 
konflik yang sedang berlansung antar para pihak.  
d) Mediaor hanya berposisi sebagai fasilitator yang mempelancar jalnnya suatu 
proses negoisasi yang berlangsung antara para pihak atau para negosiator 
yang mewakili kepentingan para pihak 
23
 
4) Peran mediator dalam proses mediasi Berbagai peran mediator dalam proses 
mediasi secara deskripsi meliputi: 
a) Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.  
b) Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi 
c) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak. 
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 d) Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalamkomunikasi yang 
baik. 
e) Menguatkan suasana komunikasi. 
f) Membantu para pihak untuk menghadap situasi dan keanyataan. 
g) Memfasilitas creatif problem-solving diantara para pihak. 
h) Mengakhiri proses bilamana sudah tidak lagi produktif. 
    Berkaitan dengan fungsi dan peran mediator yang sangat penting dalam 
proses mediasi di Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung diharapkan dapat segera 
mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para hakim di Pengadilan Negeri di 
daerah-daerah, sehingga para hakim yang menjadi moderator mendapat wawasan 
yang cukup untuk untuk melaksanakan mediasi, para hakim mediator diharapkan 
untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi. Mengingat waktu yang 
digunakan untuk mediai dengan moderator dari dalam pengadilan hanya 22 hari, 
maka diharapkan para hakim mediator dapat menyusun strategi yang tepat 
sehingga lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik.
24
 
Dalam proses sebuah mediasi, mediator menjalankan peran untuk 
menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas 
mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahamannya 
yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternative, 
solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi. Prinsip ini 
kemudian menuntut mediator adalah orang yang memiliki pengetahuan yang 
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Selain itu peran mediator adalah membantu para pihak untuk mencapai 
kesepakatan, antara lain dengan cara penyampaian saransaran substantif tentang 
pokok sengketa. Menurut pendapat dari Gary Goodspaster dalam bukunya 
Panduan Negosiasi dan Mediasi” menyimpulkan peran penting mediator adalah :  
a) Melakukan diagnosa konlik 
b) Indentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis 
c) Menyusun agenda 
d) Mempelancar dan mengendalikan komunikasi 
e) Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawarmenawar 
f) Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting 
g) Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan 
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 BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang 
disesuaikan dengan objek studi ilmu yang bersangkutan. Dengan kata lain 




          Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian dapat dirumuskan dengan 
kemungkinan sebagai berikut : 
1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. 
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu proses.
28
 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan 
hukum ini adalah penelitian hukum empiris, atu non doktrinal yang bersifat 
deskriptif. Suatu penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data 
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b. Lokasi Penelitian 
Untuk melengkapi data penlitian penulis mengambil lokasi 
penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penulis mengambil lokasi 
penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa, karena tempat dan lokasi 
mudah terjangkau oleh kendaraan dan merupakan suatu Pengadilan Negeri 
yang terdapat kasus tentang mediasi yang saat ini sedang diteliti oleh 
penulis. 
B. Pendekatan Penelitian 
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang 
diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata. Penelitian 
deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang 
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. 
Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar 
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        Dalam penelitian ini dideskripsikan tentang proses penyelesaian sengketa 
perdata dengan cara mediasi oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dan 
kekuatan hukum hasil kesepakatan melalui mediasi tersebut. 
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah 
sumber data primer yaitu, sebagai berikut: 
a. Sumber data primer 
Pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini 
pihak yang terkait yaitu hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. Dari 
hasil wawancara dengan hakim selaku hakim mediator yang ditunjuk 
oleh majelis hakim untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui 
mediasi. 
b. Sumber data sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 
kaitannya erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 
memahami dan menganalisis bahan hukum primer, terdiri atas : 
 1). Laporan mediator kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 
yang  diwujudkan dalam kesepakatan perdamaian. 
2).   Akta Perdamaian. 
3).  PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan. 
4). UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative 
Penyelesaian Sengketa. 
30 
 5). Hasil penelitian (hukum) S2 atau tesis, jurnal serta literatur-
literatur yang   relevan dan mendukung penelitian ini.  
D. Teknik Pengumpulan Data 
    a. Teknik wawancara ( interview) 
Sutrisno Hadi menjelaskan sebagai wawancara yang dilakukan dengan 
mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian 
dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara 
bebas sesuai dengan permasalahan yang akan diajukan sehingga kebekuan atau 
proses wawancara dapat terkontrol .
31
 
Teknik wawancara (interview) adalah merupakan suatu teknik 
pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. 
Komunikasai tersebut dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan,baik 
langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak yang akan dimaksud dalam teknik 
wawancara disini adalah Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
b. Studi dokumen atau bahan pustaka 
Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca, 
mempelajari, mengkaji, membuat catatan yang diperlukan, Pedoman Mediasi, 
buku Alternatif Penyelesaian Sengketa, perkara Perdata, makalah mengenai 
Pelaksanaan Mediasi, PERMA No 1 Tahun 2008, dan hal-hal lain yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
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E. Instrumen Penelitian 
Pada penelitian kualitatif, peneliti memiliki kedudukan khusus, yaitu 
sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, serta 
pelapor hasil penelitiannya.
32
 Instrument pendukung pada penelitian ini adalah 
menggunakan alat perekam suara atau tape recorder, kamera digital, serta alat 
tulis. Tape recorder digunakan untuk merekam data lisan saat wawancara, kamera 
digital untuk mengambil gambaran atau foto. Alat tulis digunakan untuk mencatat 
dan catatan ini merupakan catatan lapangan. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis 
kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata 
atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan 
lapangan, potret, dokumen perorangan, memo randum dan dokumen resmi, 
sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit. 
Setelah melalui proses pengolahan yang selektif, kemudian data tersebut 
dijabarkan secara deskriptif analisis, yaitu dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian 
yang nantinya dapat menjawab permasalahan yang dibahas. Bambang sunggono 
mengemukakan bahwa deskriptif analisis adalah bahwa permasalahan yang ada 
dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian yang berhubungan dengan teori-teori 
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 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif. Yang mana data 
kulitatif disini mengumpulkan suatu data yang diperoleh kemudian dilakukan 
penguraian terakhir diambil suatu kesimpulan. Sedangkan metode interaktif 
adalah model analisa data yang dilakukan dengan cara reduksi data. Penyajian 
data dan kemudian ditarik suatu kesimpulan. 








                                                      Tehnik Analisis Data.
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Kegiatan komponen itu dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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 a. Reduksi data 
Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada 
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 
catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus, bahkan 
sebelum data benar-benar terkumpul sampai laporan akhir lengkap tersusun. 
b. Penyajian data 
Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
c. Penarikan kesimpulan 
Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mencari arti 
bendabenda, keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi, berbagai 
kemungkinan, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan akan ditangani secara 
longgar, tetap terbuka dan skepstis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-











 BAB IV 
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DENGAN CARA 
MEDIASI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI 
SUNGGUMINASA 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Sejak tahun 1959 perkara-perkara dalam wilayah hukum kabupaten Gowa 
di sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Baru pada tahun 1964 setelah keluar 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi 
Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No 47 PRP Tahun 1960 Tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 
No. 7) menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 1 Ayat (4) tertulis  “Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan - Tenggara, dimaksud dalam Undang-undang No. 47 Prp. tahun 
1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 151), diubah 
menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan setelah sebagian wilayahnya 
dipisahkan seperti dimaksudkan pada ayat (3), sehingga wilayahnya meliputi :1. 
Daerah Tingkat II Mamudju,2. Daerah Tingkat II Madjene,3. Daerah Tingkat II 
Polewali-Mamasa,4. Daerah Tingkat II Tana Toradja,5. Daerah Tingkat II 
Pinrang,6. Daerah Tingkat II Enrekang,7. Daerah Tingkat II Sidenreng-
Rappang,8. Daerah Tingkat II Soppeng,9. Daerah Tingkat II Barru,10. Daerah 
Tingkat II Pangkadjene dan Kepulauan,11. Daerah Tingkat II Maros,12. Daerah 
Tingkat II Gowa,13. Daerah Tingkat II Takalar,14. Daerah Tingkat II 
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 Jeneponto,15. Daerah Tingkat II Bantaeng,16. Daerah Tingkat II Bulukumba,17. 
Daerah Tingkat II Selayar,18. Daerah Tingkat II Sinjai,19. Daerah Tingkat II 
Bone,20. Daerah Tingkat II Wajo,21. Daerah Tingkat II Luwu, 22. Kotapraja 
Pare-Pare dan, 23. Kotapraja Makassar.” Dan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan 
Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Pada Pasal 25 tertulis “Pengadilan 
Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. 
Daerah Hukum Pengadilan Negeri pada azasnya meliputi satu Daerah    Tingkat 
II” Pengadilan dibentuk di Kabupaten Gowa dan berkantor sementara di kantor 
Daerah Kabupaten Gowa dan bernama Pengadilan Ekonomi Sungguminasa. Di 
kantor Daerah Kabupaten Gowa, Pengadilan Ekonomi Sungguminasa hanya 
menempati satu ruangan sehingga perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri 
Sunguminasa masih di sidang di Pengadilan Makassar.  
Beberapa bulan setelah resmi dibentuk juga di tahun 1964 Gedung Kantor 
Pengadilan Ekonomi Sungguminasa selesai dibangun. Gedung kantor Pengadilan 
Ekonomi Sungguminasa beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto Kelurahan 
Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (sekarang Kantor Bank 
Sul-Sel cabang Gowa). Namun status kantor adalah Pinjam Pakai dari Pemerintah 
Kabupaten Gowa. Tapi persidangan perkara masih dilaksanakan di Pengadilan 
Makassar sampai dengan tahun 1970-an. 
Pada tahun 1965 Pengadilan Ekonomi Sungguminasa berubah menjadi 
Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A. Karena Gedung kantor sudah tidak 
representatif lagi maka pada tanggal 25 Mei 1977 diusulkan permintaan Gedung 
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 Baru. Tahun 1979 Gedung baru selesai dibangun dan diresmikan oleh Direktur 
Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum bapak H. Soeroto pada tanggal 02 
Februari 1980 di jalan Usman Salengke No. 103 Kelurahan Sungguminasa 
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 
Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I B berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
tanggal 27 Februari 2004 Nomor M.01-AT.01.05 Tahun 2004 tentang 
Peningkatan Kelas Pengadilan dan Sekretariat Pengadilan Negeri Pada Pengadilan 
Negeri Limboto, Pengadilan Negeri Selong, Pengadilan Negeri Tarakan, 
Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Negeri Indramayu, Pengadilan Negeri 
Sungguminasa dan Pengadilan Negeri Pariaman dari Kelas II menjadi Kelas . 
Peresmian Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri Sungguminasa dari Kelas II 




B.  Penerapan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa 
Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 sebagai upaya 
penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi secara konseptual atau 
esensialnya sama dengan upaya perdamaian sebagaimana diwajibkan oleh 
Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Oleh sebab itu, jika para pihak maupun 
hakim pemeriksa tidak mematuhi Peraturan tersebut, maka hal itu dimaknai 
sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedua pasal dimaksud yang 
mengakibatkan putusan batal demi hukum. Penggunaan mediasi secara wajib 
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 tidak diartikan bahwa para pihak diwajibkan mencapai atau menghasilkan 
perdamaian. Perdamaian tidak dapat dipaksakan atau diwajibkan, tetapi harus 
merupakan hasil kesadaran dan keinginan bersama.Pengaturan tentang hal-
hal yang berkaitan dengan fungsi Mahkamah Agung sebagai penyelenggara 
peradilan diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung Nomor 5 
Tahun 2004 (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Mahkamah 
Agung). Lahirnya suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 
sebagai tujuan untuk kelancaran dalam proses penyelengaraan peradilan 
sebagaimana diatur di dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Mahkamah 
Agung. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap 
jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar proses 
peradilan terselenggara dengan seksama dan wajar serta tetap berpedoman 
pada azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
    Peran lainnya juga sebagai fungsi mengatur lebih lanjut hal-hal yang 
diperlukan bagi kelancaraan penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-
hal yang belum cukup diatur dalam Undang–undang Mahkamah Agung 
sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang 
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Tujuan dari 
pembuatan suatu Peraturan Mahkamah Agung adalah sebagai bentuk 
penerapan dari Pasal 79 Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung 
yang berisi ketentuan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut 
hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Mediasi 
dilakukan sebagai tahap awal proses persidangan, dimana hakim 
38 
 mediator/mediator akan memproses sebuah perkara setelah sebelumnya 
diberitahukan oleh Ketua Majelis. Sedangkan hasil dari proses mediasi hanya 
ada dua kemungkinan yaitu berhasil dan tidak berhasil
36
. Hasil yang dapat 
penulis paparkan adalah hasil data selama penulis mengadakan penelitian di 
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             Terhadap jumlah perkara perdata yang masuk terhitung dari tahun 2013-
2017 sebanyak 1252 perkara sengketa perdata dan perkara yang berhasil 
didamaikan melalui proses mediasi hanya sebanyak 11 perkara terhitung dari 
tahun 2013 sampai 2017 dan ini membuktikan tidak tercapainya tujuan dari 
PERMA NO 1 TAHUN 2016.  Hal tersebut  berarti pemberlakuan PERMA 
Nomor 01 Tahun 2016 memang telah diterapkan walaupun dalam kenyataannya 
banyak mediasi yang gagal. Begitu juga ukuran efektivitasnya yang dirasa 
menjadi tidak efektif mengingat sangat sedikit perkara yang berhasil 
dimediasikan. 
37
Dalam praktek, berhasil atau tidaknya mediasi sangat bergantung 
pada peranan mediator dan keinginan para pihak dan beberapa faktor sebagai 
berikut: 
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 1. Faktor Gengsi Para Pihak 
Pada dasarnya mediasi di pengadilan merupakan kewajiban untuk diikuti 
oleh para pihak. Tidak mengikuti proses mediasi maka putusan akan batal demi 
hukum. Oleh sebab itu para pihak menganggap bahwa mediasi hanyalah 
prosedur yang bersifat formalitas belaka. sehingga banyak pihak enggan untuk 
berdamai saat mediasi karena ingin melanjutkan pada proses letigasi.
 
Kesulitan saat berdamai oleh para pihak di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa dilatar-belakangi dengan faktor gengsi belaka. Para pihak 
enggan untuk memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego para pihak 
masing-masing. Belum lagi apabila para pihak yang berperkara selalu merasa 
memiliki atas obyek sengketa, terlebih untuk kasus sengketa tanah.
 
Tidak ada niat dari salah satu pihak untuk mengikuti mediasi juga 
merupakan salah satu faktor penghambat dari sebuah mediasi. Keengganan 
salah satu pihak tersebut untuk hadir saat mediasi dilatar-belakangi oleh 
ketidakseriusan untuk berdamai. Sehingga pihak tersebut meminta kuasa 
hukum untuk mewakilinya saat mediasi, padahal para pihak yang bersengketa 
secara inperson sulit untuk menemukan titik temu. Tidak adanya pertemuan 
secara langsung menghilangkan kesempatan bagi para pihak untuk 
mengutarakan keinginan-keinginan menyampaikan duduk perkaranya.
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2. Faktor Ketidakmampuan Mediator 
Dari ketentuan Perma dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah 
perundingan antara para pihak bersengketa dipandu oleh pihak ketiga 
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 (mediator). Perundingan akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat 
mengakhiri persengketaan. Dalam perundingan dilakukan negosiasi antara para 
pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator. 
Mediator dalam memediasi para pihak bertindak netral dan tidak memihak 
kepada salah satu pihak. Pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan 
mengancam gagalnya mediasi. Mediator berupaya menemukan kemungkinan 
alternatif penyelesaian sengketa para pihak. Mediator harus memiliki sejumlah 
keterampilan (skill) yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan 
penyelesaian sengketa. 
Mediator yang dimaksud dalam Perma ini adalah mediator yang 
menjalankan tugasnya pada pengadilan. mediator yang bertugas di pengadilan 
dapat saja berasal dari hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada 
penunjukan dari ketua majelis hakim. Hakim yang bertindak sebagai mediator 
bukanlah hakim yang menangani perkara yang sedang dimediasi, tetapi hakim 
lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang diperiksa. 
Senada yang terjadi di Pengadilan Negeri Sungguminasa menggunakan 
hakim sebagai mediator. Beberapa hakim juga telah mengikuti pelatihan 
mediator. Namun hanya ada 2 (dua) hakim yang telah memiliki sertifikat 
mediator. 
Perma mewajibkan bahwa mediator baik dari kalangan hakim maupun 
bukan hakim wajib memiliki sertifikat sebagai mediator. Hal ini menjadi 
kendala dalam pelaksanaan Perma di pengadilan, karena belum adanya 
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Sangat penting untuk seorang hakim mediator mengikuti pembekalan 
mengenai mediasi selain untuk menjalankan amanat dari Pasal 5 ayat (1) 
Perma, karena untuk menjadi mediator diperlukan keterampilan (skill) melalui 
pembekalan khusus mengenai mediasi.  
Menurut pengamatan penulis terhadap praktek mediasi yang dijalankan 
oleh mediator yang berasal dari hakim, terlihat bahwa mediator cenderung 
memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim 
didepan persidangan disaat melangsungkan mediasi. 
Lebih jauh lagi dampak dari tidak dipahamnya tugas dan fungsi mediator 
dengan baik, maka sebagian mediator yang berasal dari hakim sering 
melontarkan ucapan yang terkesan pesimistik dan antipati terhadap 
pelaksanaan mediasi. Bahkan sebagian hakim menganggap tugas sebagai 
mediator adalah beban dan tanggung jawab baru yang hanya memberatkan dan 
atau merugikan. Tentu saja hal ini sangat disayangkan, sebagai refleksi dari 
ketidak pengertian tentang hakikat dan tujuan mediasi. Disamping itu, para 
hakim telah terbiasa dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang 
bersifat memutus (ajudikatif). Akibatnya, ketika diberikan tugas untuk 
menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi, terasa asing dan 
menyulitkan. 
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 Dari pengamatan penulis juga ditemukan bahwa belum ada mediator 
nonhakim yang pernah memediasi perkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
maupun di Pengadilan Agama Makassar. Padahal Pengadilan Negeri 
Sungguminasa sangat mengharapkan mediator yang memiliki keterampilan 
agar mediasi berjalan dengan efektif. 
3. Faktor Tidak Adanya Dukungan Advokat 
Advokat adalah orang yang mendampingi pihak yang berperkara. Tugas 
utama advokat adalah untuk memastikan klien yang didampingi mendapatkan 
hak-hak yang semestinya dalam melakukan tindakan hukum. Namun salah satu 
kendala pada saat mediasi adalah tidak adanya dukungan advokat bagi para 
pihak untuk mengikuti mediasi. Dari wawancara dengan hakim Pengadilan 
Negeri Sungguminasa, bersepakat bahwa tidak adanya dukungan advokat 




Advokat cenderung ingin melanjutkan perkara tersebut secara litigasi 
agar mendapat honor yang banyak dari kliennya. Biasanya advokat tersebut 
menerima honorarium berdasarkan dari jam kerja atau frekuensi kunjungan ke 
persidangan, dan apabila perkara tersebut cepat selesai maka honor yang 
didapatkan pun tidak banyak. Padahal dalam beberapa kasus, banyak pihak 
yang ingin melakukan damai saat mediasi namun dipengaruhi oleh advokatnya 
agar melanjutkan perkara tersebut secara litigasi. Namun tidak semua advokat 
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 kontra terhadap mediasi, advokat yang profesional akan terus mendukung 
terjadinya perdamaian. 
C. Akibat Hukum Mediasi Bagi Kedua Belah Pihak 
               Manusia mahluk sosial (zoon politicon), yakni mahluk yang tidak 
dapat melepaskan diri dari berinteraksi atau berhubungan satu sama lain dalam 
rangka memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat jasmani maupun rohani. 
Dalam melakukan hubungan dengan manusia lain sudah pasti terjadi 
persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam kepentingan, pandangan, dan 
perbedaan ini dapat melahirkan perselisihan, pertentangan atau konflik.
41
 
          Penyelesaian konflik secara damai sudah dipraktekan dalam kehidupan 
masyarakat Indonesia berabad-abad lalu seperti sengketa tanah di Sumatera Barat, 
penyelesaian sengketa diselesaikan dengan damai berbasis adat yaitu diselesaikan 
pada lembaga dan ketua adat seperti penghulu, bundo kandung, cerdik pandai, dan 
alim ulama. 
         Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah 
mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan 
terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Masyarakat 
mengupayakan penyelesaikan sengketa mereka secara tepat dengan menjunjung 
tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan, Konflik 
merupakan bagian dari proses sengketa mengingat proses konflik mencangkup 
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 tahapan potensi konflik namun penggunaan istilah sengketa sering dipersamakan 
dengan konflik yaitu suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih 
yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan, baik 
disebabkan oleh rasa tidak puas, perbedaan pendapat, dan atau diperlakukan 
secara tidak adil. 
           Penyelesaian konflik atau sengketa di masyarakat mengacu pada prinsip 
kebebasan yang menguntungkan kedua belah pihak, pihak dapat menawarkan opsi 
penyelesaian sengketa dengan perantara. Para pihak tidak terpaku pada upaya 
pembuktian benar atau salah dalam sengketa yang mereka hadapi, tetapi mereka 
cenderung memikirkan penyelesaian untuk masa depan, dengan 
mengakomodasikan kepentingan-kepentingan mereka secara berimbang. 
          Bagi Indonesia, penyelesaian secara musyawarah mufakat semacam itu 
memperoleh dukungan akar budaya yang hidup dan dihormati dalam lalu lintas 
pergaulan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, asas kekeluargaan merupakan 
suatu lembaga-lembaga tradisional yang dahulu digunakan dalam menyelesaikan 
sengketa dan asas musyawarah untuk mufakat tidak dapat di sangkal merupakan 
sebagian dari kekayaan kebudayaan Indonesia namun tidak dikembangkan secara 
ilmiah untuk menyelesaikan sengketa, seiring arus modernisasi membawa 
perubahan dalam kehidupan bermasyarakat cenderung munculnya budaya gugat 
mengugat sehingga lembaga peradilan kewalahan menyelesaiakan sengketa. 
            Penyelesaian sengketa non litigasi yaitu penyelesaian sengketa secara 
musyawarah yang dibantu oleh pihak ketiga dengan keputusan Konsensus atau 
50 
 kesepakatan bersama. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, sengketa di luar 
pengadilan juga bisa menjadi pilihan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa 
secara efektif dan efesien karena peraturan perundang-undangan yang berlaku 
memberi ruang untuk diselesaikan di luar pengadilan penyelesaian sengketa 
perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan 
diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 
        Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Arbitras Nasional juga 
menjelaskan manfaat penyelesaian sengketa di luar pengadilan walaupun secara 
tidak tegas menjelaskan hal tersebut seperti:  
a. Sifat penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat dan efesien;  
b. Undang-undang tidak mengharuskan secara tegas untuk mengikuti setiap 
tahap tersebut;  
c. Masih tercakup dalam kewenangan dan kebebasan para pihak untuk 
berkontrak, termasuk untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang 
dikehendakinya;  
d. Untuk kepentingan efektifitas. Jika para pihak sudah tidak mau 
menggunakan salah satu atau lebih tahap-tahap penyelesaian sengketa, 
tidak ada gunanya dipaksakan, karena Undang-undang No.48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (2) dan pasal 60 ayat 
(1) menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian dengan 
cara penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Negara melalui arbitrase 
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 atau alternatif penyelesaian sengketa seperti konsultasi, negosiasi, 
mediasi, konsilidiasi atau penilaian ahli.  
         Penyelesaian sengketa non letigasi dapat mengurangi penumpukan perkara 
di lembaga peradilan, penerapan asas sederhana, cepat, biaya ringan dan 
diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan di pengadilan mengalami 
kendala, karena banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya tenaga hakim yang 
berkualitas dan profesional yang memiliki keahlian dan menggunakanya sebagai 
pekerjaan, dan minimnya dukungan fasilitas, penumpukan perkara tidak hanya 
terjadi pada tingkat pertama dan banding, tetapi juga pada tingkat kasasi di 
Mahkamah Agung sehingga perwujudan asas tersebut tersendat dalam mengakses 
keadilan. Dalam praktik, penyelesaian perkara melalui pengadilan membutuhkan 
waktu lama dan berlarut-larut, yang meliputi tahapan dan prosedur persidangan 
dimulai pendaftaran gugatan dan dilanjutkan penentuan hakim kemudian proses 
pemanggilan para pihak dan sampai pada penjatuhan putusan, proses penyelesaian 
juga terlalu formalitas, sukar dipahami dan tidak ada jaminan atas kepastian 
hukum sehingga akses untuk memperoleh kualitas hakim dalam penguasaan 
pengetahuan hukum; moralitas yang rendah dan keputusan atau vonis hakim yang 
membingungkan para pihak berpekara.
42
 
           Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, fasilitas yang 
dimaksud antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, 
organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dalam 
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 rangka penegakan hukum untuk mencapai tujuanya. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi Penegakan Hukum, keadilan tidak cepat, sudah banyak perkara 
yang diputuskan tidak dirasakan akan keadilan dan akhirnya masyarakat bersikap 
apatis dan melecehkan peradilan itu sendiri. 
             Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan implementasi dari 
proses penyelesaian sengketa yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat bangsa 
Indonesia, pada tahun 1894 Pemerintahan Hindia Belanda melalui Reglement Of 
Burgerlijke Rechtvordering atau Rv telah menerapkan system penyelesaian 
sengketa melalui jalur non-letigasi yaitu arbitrase (termasuk mediasi) dan pasal 
130 HIR/154 RBg yang berlaku dalam masa penjajahan Belanda juga 
mengisyaratkan agar hakim menerapkan perdamaian di pengadilan tidak hanya 
sekedar formalitas saja. 
             Keberadaan mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian 
sengketa, merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, dan berkembang dalam 
masyarakat indonesia yang berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan 
yang intinya semua orang merasa dihormati, dihargai dan tidak ada yang 
dikalahkan, mediasi akan memberikan akses kepada masyarakat untuk 
menyelesaikan sengketa yang lebih cepat dan mengurangi beban perkara di 
pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 juga menjelaskan 
bahwa pertimbangan lahirnya mediasi di pengadilan di dasarkan bahwa :  
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 1. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat 
menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan 
penumpukan perkara di pengadilan;  
2. Mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat 
memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk 
memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa 
yang dihadapi;  
3. Instusional proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat 
dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan 




                  Mediasi juga mengatasi perbedaan dalam posisi tawarmenawar dari 
para pihak yang bersengketa dengan keseimbangan posisi tawar tersebut akan 
memberikan kesempatan kepada pihak lemah karena mediasi menyediakan 
sebuah suasana yang tidak mengancam, memberi setiap pihak kesempatan untuk 
berbicara dan didenggarkan oleh pihak lainya dengan lebih leluasa, 
meminimalkan perbedaan di antara mereka dengan menciptakan situasi informal, 
membantu proses negosiasi bila para pihak mencapai kebuntuan, biaya murah, 
tidak formal, mengurangi rasa permusuhan. Kerugiannya seringkali terjadi 
praktek penundaan, dan kesulitan dalam pelaksanaan hasil penyelesaian. Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 disamping mengatur secara rinci tentang 
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 Arbitrase, juga memperlihatkan bahwa sebenarnya juga menekankan kepada 
penyelesaian sengketa berbentuk mediasi, bahkan tidak menutup kemungkinan 
penyelesaian sengketa melalui alternatif lain. Alternatif lain penyelesaian sengketa 
adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang 
disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara salah 
satunya adalah mediasi. 
            Alternatif penyelesaian sengketa dalam pengertian undang-undang adalah 
suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara 
menyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan, Implementasi 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, dikarenakan kurang memadainya pengaturan tentang mediasi dalam 
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. 
      Lahirnya Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 
untuk mendayagunakan mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa 
yang lebih cepat dan murah, serta memberikan akses kepada para pihak 
menemukanpenyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan agar 
menjadi instrumen efektif mengatasi masalah penumpukkan perkara di pengadilan 
serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam 
menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus 
(ajudikatif). 
          Mediasi di pengadilan wajib diterapkan yang merupakan akses untuk 
mendorong kesadaran para pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan 
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 sengketa, dan solusi Penjelasan pasal 6 UU Nomor.30 Tahun 1999 Tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa UU No. 30 Tahun 1999 Tentang 
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hanya menjelaskan secara sumir 
(dangkal) proses penyelesaian sengketamelalui APS, dari 82 pasal, hanya pasal 6 
ayat (2)menyebutkan”Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif 
penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak 
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam 
suatu kesepakatan tertulis.  
          Pasal 10 Perma No. 01 Tahun 2016, Menjelaskan bahwa biaya mediator 
hakim tidak dipungut, sedangkan mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh 
para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Penjelasan Perma Nomor 01 
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia  
           Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di 
Pengadilan menjelaskan bahwa setiap hakim, mediator dan parapihak wajib 
mengikuti prosedur penyelesaian sengketa untuk mengurangi penumpukan 
perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri, dan Mahkamah Agung, 
dan mediasi akan menghasilkan perdamaian dan menjalin hubungan baik antara 
para pihak, memuaskan, hemat waktu dan hemat sumber daya, sehingga tidak 
menghabiskan biaya dan tenaga. Di samping itu, kurangnya kepercayaan atas 
kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya, 
sehinggga pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk menyelesaikan sengketa. 
Timbulnya sengketa di pengadilan, disebabkan adanya suatu peningkatan 
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 pertumbuhan ekonomi akan kebutuhan rumah tangga, industri, jasa dan 
pemukiman di mana keberadaan seperti tanah erat kaitanya dengan kehidupan 
manusia, maka orang akan berusaha keras dan berupaya berjuang untuk mendapat 
kanya.  
D. Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam 
 َٙسْخلأا َٚيَع ا َ ُٕ اَدِْحإ ْجَغَب ُْ َِئف ا َ ُٖ َْ ْٞ َب اُ٘حِيَْصَأف اَُ٘يَخخْقا َِ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ ْىا َِ ٍِ  ُِ َاخَفِئاَط ُْ ِإ َٗ {
 اُِ٘يحَاقَف اُ٘طِسَْقأ َٗ  ِهْدَعْىاِب ا َ ُٖ َْ ْٞ َب اُ٘حِيَْصَأف ْثَءَاف ُْ ِئَف ِ َّاللَّ ِس ٍْ َأ َِٚىإ َءَِٜفح َّٚخَح ِٜغَْبح ِٜخَّىا
( َِ ِٞطِسْق َُ ْىا ُّبُِحٝ َ َّاللَّ َُّ ِإ9 َ َّاللَّ اُ٘قَّحا َٗ  ٌْ ُن ْٝ َ٘ ََخأ َِ ْٞ َب اُ٘حِيَْصَأف ٌة َ٘ ِْخإ َُ ُْ٘ ٍِ ْؤ َُ ْىا ا َ َِّّإ )
 ُح ٌْ ُنََّيعَى( َُ ٘ َُ َحْسٔٓ} ) 
 
Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat 
aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat 
aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan 
itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya 
dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, 
karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah 
supaya kamu mendapat rahmat. 
            Allah Swt. berfirman memerintahkan kaum mukmin agar mendamaikan di 
antara dua golongan yang berperang satu sama lainnya: 
}ا َ ُٖ َْ ْٞ َب اُ٘حِيَْصأَف اَُ٘يَخخْقا َِ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ ْىا َِ ٍِ  ُِ َاخَفِئاَط ُْ ِإ َٗ { 
Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka 
damaikanlah antara keduanya. (Al-Hujurat: 9)  
 
              Allah menyebutkan mereka sebagai orang-orang mukmin, padahal 
mereka berperang satu sama lainnya. Berdasarkan ayat ini Imam Bukhari dan 
lain-lainnya menyimpulkan bahwa maksiat itu tidak mengeluarkan orang yang 
bersangkutan dari keimanannya, betapapun besarnya maksiat itu. Tidak seperti 
yang dikatakan oleh golongan Khawarij dan para pengikutnya dari kalangan 
Mu'tazilah dan lain-lainnya (yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar 
dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya). Hal yang sama telah 
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 disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari melalui hadis Al-Hasan, dari Abu 
Bakrah r.a.  
  
            Ternyata kejadiannya memang persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi 
Saw. sesudah beliau tiada. Allah Swt. melalui Al-Hasan telah mendamaikan 
antara penduduk Syam dan penduduk Irak sesudah kedua belah pihak terlibat 
dalam peperangan yang panjang lagi sangat mengerikan. 
 
Firman Allah Swt.: 
}ِ َّاللَّ ِس ٍْ َأ َِٚىإ َءَِٜفح َّٚخَح ِٜغَْبح ِٜخَّىا اُِ٘يحَاقَف َٙسْخلأا َٚيَع ا َ ُٕ اَدِْحإ َْجغَب ُْ َِئف{ 
Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang 
lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu 
kembali kepada perintah Allah. (Al-Hujurat: 9) 
 
                Yakni hingga keduanya kembali taat kepada perintah Allah dan Rasul-
Nya, serta mau mendengar perkara yang hak dan menaatinya. Seperti yang 
disebutkan di dalam hadis sahih, dari Anas r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah 
bersabda: 
 ِ َّاللَّ َهُ٘سَز َاٝ :ُجُْيق ."ا ًٍ ُ٘يْظ ٍَ  ْٗ َأ ا ًَ ِىاَظ َكاََخأ ْسُصّْ ا"  َْٞ َنَف ا ًٍ ُ٘يْظ ٍَ  ُُٔحْسََصّ َارَٕ  ، هَذَا
"ُٓاَِّٝإ َكُسْصَّ  َكَارَف ، هَذَاٌَ ْيُّظىا َِ ٍِ  ُُٔعَْ َْ َح" :َهَاق ؟ا ًَ ِىاَظ ُُٓسُصّْ َأ 
Tolonglah saudaramu, baik dalam keadaan aniaya atau teraniaya. Aku bertanya, 
"Wahai Rasulullah, kalau dia teraniaya, aku pasti menolongnya. Tetapi bagaimana 
aku menolongnya jika dia aniaya?" Rasulullah Saw. menjawab: Engkau cegah dia 
dari perbuatan aniaya, itulah cara engkau menolongnya. 
         Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Arim, telah 
menceritakan kepada kami Mu'tamiryang mengatakan bahwa ia pernah 
mendengar ayahnya menceritakan bahwa Anas r.a. pernah berkata bahwa pernah 
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 dikatakan kepada Nabi Saw., "Sebaiknya engkau datang kepada Abdullah ibnu 
Ubay ibnu Salut (pemimpin kaum munafik, pent.)." Maka Rasulullah Saw. 
berangkat menuju ke tempatnya dan menaiki keledainya, sedangkan orang-orang 
muslim berjalan kaki mengiringinya. Jalan yang mereka tempuh adalah tanah 
yang terjal. Setelah Nabi Saw. sampai di tempatnya, maka ia (Abdullah ibnu 
Ubay) berkata, "Menjauhlah kamu dariku. Demi Allah, bau keledaimu 
menggangguku." Maka seorang lelaki dari kalangan Ansar berkata, "Demi Allah, 
sesungguhnya bau keledai Rasulullah Saw. lebih harum ketimbang baumu." Maka 
sebagian kaum Abdullah ibnu Ubay marah, membela pemimpin mereka; masing-
masing dari kedua belah pihak mempunyai pendukungnya. Kemudian tersebutlah 
di antara mereka terjadi perkelahian dengan memakai pelepah kurma, pukulan 
tangan, dan terompah. Maka menurut berita yang sampai kepada kami, 
diturunkanlah ayat berikut berkenaan dengan mereka, yaitu firman Allah Swt.: 
Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka 
damaikanlah antara keduanya. (Al-Hujurat: 9) 
Imam Bukhari meriwayatkannya di dalam kitab As-Sulh, dari Musaddad; 
dan Muslim meriwayatkannya di dalam kitab Al-Magazi, dari Muhammad ibnu 
Abdul A'la; keduanya dari Al-Mu'tamir ibnu Sulaiman, dari ayahnya dengan 
sanad yang sama dan lafaz yang semisal.
44
 
          Sa'id ibnu Jubair menceritakan bahwa orang-orang Aus dan orang-orang 
Khazraj terlibat dalam suatu perkelahian memakai pelepah kurma dan terompah, 
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 maka Allah Swt. menurunkan ayat ini dan memerintahkan kepada Nabi Saw. 
untuk mendamaikan kedua belah pihak.  
           As-Saddi menyebutkan bahwa dahulu seorang lelaki dari kalangan Ansar 
yang dikenal dengan nama Imran mempunyai istri yang dikenal dengan nama 
Ummu Zaid. Istrinya itu bermaksud mengunjungi orang tuanya, tetapi suaminya 
melarang dan menyekap istrinya itu di kamar atas dan tidak boleh ada seorang pun 
dari keluarga istri menjenguknya. Akhirnya si istri menyuruh seorang suruhannya 
untuk menemui orang tuanya. Maka kaum si istri datang dan menurunkannya dari 
kamar atas dengan maksud akan membawanya pergi. Sedangkan suaminya 
mengetahui hal itu, lalu ia keluar dan meminta bantuan kepada keluarganya. 
Akhirnya datanglah saudara-saudara sepupunya untuk menghalang-halangi 
keluarga si istri agar tidak di bawa oleh kaumnya. Maka terjadilah perkelahian 
yang cukup seru di antara kedua belah pihak dengan terompah (sebagai 
senjatanya), maka turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka. Lalu Rasulullah 
Saw. mengirimkan utusannya kepada mereka dan mendamaikan mereka, akhirnya 
kedua belah pihak kembali kepada perintah Allah Swt.
45
 
Firman Allah Swt.: 
} َِ ِٞطِسْق َُ ْىا ُّبُِحٝ َ َّاللَّ َُّ ِإ اُ٘طِسَْقأ َٗ  ِهْدَعْىِاب ا َ ُٖ َْ ْٞ َب اُ٘حِيَْصأَف ْثَءَاف ُْ َِئف{ 
jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah 
antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang berlaku adil. (Al-Hujurat: 9) 
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 Berlaku adillah dalam menyelesaikan persengketaan kedua belah pihak,' 
berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak akibat ulah pihak 
yang lain, yakni putuskanlah hal itu dengan adil dan bijaksana. 
} َِ ِٞطِسْق َُ ْىا ُّبُِحٝ َ َّاللَّ َُّ ِإ{ 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Al-Hujurat:  9) 
 ، هَذَا ُّٜ ٍِ ِّدَق َُ ْىا ٍسْنَب َِٜبأ ُِ ْب ُد ََّ َح ٍُ  اََْث َّدَح ، هَذَاتَعْزُش َُ٘بأ اََْث َّدَح : ٌٍ ِحاَح َِٜبأ ُِ ْبا َهَاق ُدْبَع َاَْث َّدَح
 َُّ َأ ؛ٍٗس َْ َع ِ ْب ِ َّاللَّ ِدْبَع ِْ َع ، هَذَاِبََّٞس َُ ْىا َِ ْب َدِٞعَس ِْ َع ،ِ هَذَا ّٛ ِس ْٕ ُّصىا ِ َع ، هَذَاس َ ْع ٍَ  ِْ َع ، هَذَاَٚيَْعْلأا
 ُىُْؤى ِْ ٍِ  َِسبَاْ ٍَ  َٚيَع َاّْٞ ُّدىا ِٜف َِ ِٞطِسْق َُ ْىا َُّ ِإ" :َهَاق ٌَ َّيَس َٗ  ِٔ ْٞ َيَع ُ َّاللَّ َّٚيَص ِ َّاللَّ َهُ٘سَز ٍؤ
."اَّْٞ ُّدىا ِٜف اُ٘طَسَْقأ ا َ ِب ، هَذَا ِ َ ْح َّسىا َِٛدَٝ َِ ْٞ َب 
Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, 
telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abu Bakar Al-Maqdami, telah 
menceritakan kepada kami Abdul A'la, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id 
ibnul Musayyab, dari Abdullah ibnu Amr r.a. yang mengatakan bahwa 
sesungguhnya Rasulullah Saw. pernah bersabda: Sesungguhnya orang-orang yang 
berlaku adil di dunia berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi Tuhan 
Yang Maha Pemurah berkat keadilan mereka sewaktu di dunia. 
Imam Nasai meriwayatkan hadis ini dari Muhammad ibnul Musanna, dari 
Abdul A'la dengan sanad yang sama. Sanad hadis ini kuat lagi baik, tetapi para 
perawinya dengan syarat Syaikhain.  
 ْب ُد ََّ َح ٍُ  َاَْث َّدَح َٗ ِْ َع ، هَذَاٍزَاِْٝد ِ ْب ِٗس َْ َع ِْ َع ، هَذَاَتَْْٞ َُٞع ُِ ْب ُ َاْٞفُس َاَْث َّدَح ، هَذَاَدَِٝصٝ ِ ْب ِ َّاللَّ ِدْبَع ُِ
 :َهَاق ٌَ َّيَس َٗ  ِٔ ْٞ َيَع ُ َّاللَّ َّٚيَص ِ ّٜ ِبَّْىا ِ َع ، هَذَاٍٗس َْ َع ِ ْب ِ َّاللَّ ِدْبَع ِْ َع ، هَذَاٍض ْٗ َأ ِ ْب ِٗس َْ َع
 ْىا ًَ ْ٘ َٝ  ِ َّاللَّ َدْْ ِع َُ ُ٘طِسْق َُ ْىا" َِ ِٝرَّىا ، هَذَاِشْسَعْىا ِ ٞ َِ َٝ َٚيَع ٍزُّ٘ ِْ ٍِ  َِسبَاْ ٍَ  َٚيَع ِت ٍَ َاِٞق
."اُ٘ى َٗ  ا ٍَ َٗ  ٌْ ِٖ ِٞىا َٕ َأ َٗ  ٌْ ِٖ َِ ْنُح ِٜف َُ ُ٘ىِدْعَٝ 
Telah menceritakan pula kepada kami Muhammad ibnu Abdullah ibnu 
Yazid, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibnu Uyaynah, dari Amr ibnu 
Dinar, dari Amr ibnu Aus, dari Abdullah ibnu Amr r.a., dari Nabi Saw. yang telah 
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 bersabda: Orang-orang yang adil kelak di hari kiamat di sisi Allah berada di atas 
mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan 'Arasy. Mereka adalah orang-
orang yang berlaku adil dalam hukumnya dan terhadap keluarga serta kekuasaan 
yang dipercayakan kepada mereka. 
Imam Muslim dan Imam Nasai meriwayatkannya melalui hadis Sufyan ibnu 
Uyaynah dengan sanad yang sama.  
Firman Allah Swt.: 
 َُ ُْ٘ ٍِ ْؤ َُ ْىا ا َ َِّّإ{}ٌة َ٘ ِْخإ 
Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. (Al-Hujurat: 10) 
Yakni semuanya adalah saudara seagama, seperti yang disebutkan oleh 
Rasulullah Saw. dalam salah satu sabdanya yang mengatakan: 
 َلَ َٗ  ُٔ َُ ِيْظَٝ َلَ ٌِ ِيْس َُ ْىا َُ٘خأ ٌُ ِيْس َُ ْىا" "ُٔ َُ ِيُْسٝ 
Orang muslim itu adalah saudara muslim lainnya, ia tidak boleh berbuat aniaya 
terhadapnya dan tidak boleh pula menjerumuskannya. 
Di dalam hadis sahih disebutkan: 
"ِٔ َِٞخأ ُِ ْ٘ َع ِٜف ُدْبَعْىا َُ اَم ا ٍَ  ِدْبَعْىا ُِ ْ٘ َع ِٜف ُ َّاللَّ َٗ " 
Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama si hamba selalu menolong 
saudaranya.  
Di dalam kitab shahih pula disebutkan: 
"ِٔ ِْيث َِ ِب َلَى َٗ  ، هَذَا َِ ٞ ٍِ آ :ُلَي َ ْىا َهَاق ِبْٞ َغْىا ِس ْٖ َظِب ِٔ َِٞخِلأ ٌُ ِيْس َُ ْىا اَعَد َاذِإ" 
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 Apabila seorang muslim berdoa untuk kebaikan saudaranya tanpa sepengetahuan 
yang bersangkutan, maka malaikat mengamininya dan mendoakan, "Semoga 
engkau mendapat hal yang serupa.” 
Hadis-hadis yang menerangkan hal ini cukup banyak; dan di dalam hadis sahih 
disebutkan: 
 ِّداَ٘ح ِٜف َِ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ ْىا َُوث ٍَ " ُْْٔ ٍِ  ََٚنخْشا َاذِإ ، هَذَاِدِحا َ٘ ْىا ِدَسَجْىا َِوث َ َم ٌْ ِٖ ِيُصا َ٘ َح َٗ  ٌْ ِٖ َِ ُحاََسح َٗ  ٌٕ
"سَٖ َّسىاٗ ٚ ََّ ُحىاب ِدَسَجْىا ُِسئاَس َُٔى َٚعاََدح ٌ٘ ْضُع 
Perumpamaan orang-orang mukmin dalam persahabatan kasih sayang dan 
persaudaraannya sama dengan satu tubuh; apabila salah satu anggotanya 
merasa sakit, maka rasa sakitnya itu menjalar ke seluruh tubuh menimbulkan 
demam dan tidak dapat tidur (istirahat). 
Di dalam hadis sahih disebutkan pula: 
 ُُٔضْعَب ُّدُشَٝ ، هَذَا ُِ َاْْٞ ُبْىاَم ِ ٍِ ْؤ َُ ْيِى ُِ ٍِ ْؤ َُ ْىا""اًضْعَب 
Orang mukmin (terhadap mukmin lainnya) bagaikan satu bangunan, satu sama 
lainnya saling kuat-menguatkan. 
Lalu Rasulullah Saw. merangkumkan jari jemarinya.  
 َََّسبَْخأ ، هَذَاِ َّاللَّ ُدْبَع َاَْث َّدَح ،ِ هَذَاجا َّجَحْىا ُِ ْب ُد َ َْحأ َاَْث َّدَح :ُد َ َْحأ َهَاق َِْٜثَّدَح ، هَذَاٍِجبَاث ُِ ْب َُبعْص ٍُ  ا
 ِٔ ْٞ َيَع ُ َّاللَّ َّٚيَص ِ َّاللَّ ِهُ٘سَز ِْ َع ُد ِّدَُحٝ َّٛ ِدِعاَّسىا ٍدْعَس َِ ْب َو ْٖ َس ُجْع َِ َس :َهاَق ًٍ ِشاَح َُ٘بأ
 ْ َأٝ ، هَذَاِدَسَجْىا َِ ٍِ  ِْضأ َّسىا ِتَىِصْْ َ ِب ُِ ا َ ٝ ِْلْا ِو ْٕ َأ ِْ ٍِ  َِ ٍِ ْؤ َُ ْىا َُّ ِإ" :َهَاق ٌَ َّيَس َٗ ِوْٕ َِلأ ُِ ٍِ ْؤ َُ ْىا ٌُ َى
"ِْضأ َّسىا ِٜف ا َ ِى ُدَسَجْىا ٌُ َْىَأٝ ا َ َم ، هَذَا ُِ ا َ ٝ ِْلْا 
Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnul 
Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada 
kami Mus'ab ibnu Sabit, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim yang 
mengatakan bahwa ia pernah mendengar Sahl ibnu Sa'd As-Sa'idi r.a. 
menceritakan hadis berikut dari Rasulullah Saw. yang telah bersabda: 
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 Sesungguhnya orang mukmin dari kalangan ahli iman bila dimisalkan sama 
kedudukannya dengan kepala dari suatu tubuh; orang mukmin akan merasa sakit 
karena derita yang dialami oleh ahli iman, sebagaimana tubuh merasa sakit 
karena derita yang dialami oleh kepala. 
Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini secara munfarid, sedangkan sanadnya tidak 
mempunyai cela, yakni dapat diterima.  
Firman Allah Swt.: 
} ٌْ ُنْٝ َ٘ ََخأ َِ ْٞ َب اُ٘حِيَْصَأف{ 
maka damaikanlah antara keduanya. (Al-Hujurat: 10) 
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Yakni di antara kedua golongan yang berperang itu. 
}َ َّاللَّ اُ٘قَّحا َٗ { 
dan bertakwalah kepada Allah. (Al-Hujurat: 10)  
dalam semua urusan kalian. 
} َُ ٘ َُ َحُْسح ٌْ ُنََّيعَى{ 
supaya kamu mendapat rahmat. (Al-Hujurat: 10) 
Ini merupakan pernyataan dari Allah Swt. yang mengandung kepastian 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan oleh 
penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Penerapan Perma di Pengadilan Negeri Sungguminasa telah  
terlaksana karena telah diterapkannya suatu perubahan yang terdapat 
dalam perma baru No 1 Tahun 2016 sebagaimana diatur dalam 
peraturan tersebut. 
2. Berdasarkan persentase perkara yang dimediasi, Pengadilan Negeri 
Sungguminasa memiliki tingkat keberhasilan mediasi yang masih 
rendah. Persentase angka ini belum menunjukkan keberhasilan 
mediasi yang memuaskan. Karena tujuan diterbitkannya Perma No. 1 
Tahun 2016 yaitu untuk mengurangi penumpukan perkara di 
Pengadilan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa belum 
efektif. Hal ini disebabkan karena masih banyak perkara yang gagal 
dimediasi. 
               Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan keberhasilan mediasi  
adalah sebagai berikut: 
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          a). Faktor Para Pihak; 
        b). Faktor Ketidakterampilan Mediator; dan 
         c). Faktor Tidak Adanya Dukungan Advokat.  
B. Saran 
Terkait dengan hasil penelitian, maka beberapa saran dapat dikemukakan 
sebagai berikut: 
1. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat 
menyelesaikan perkara secara mediasi berdasarkan Perma No. 1 
Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. 
2. Agar setiap mediator di Pengadilan Negeri Sungguminasa wajib 
mengikuti pelatihan mediator bersertifikat yang telah mendapat 
akreditasi dari Mahkamah Agung dalam rangka mengoptimalkan 
proses mediasi. 
3. Kepada Mahkamah Agung disarankan agar membuat suatu aturan 
mengenai sanksi-sanksi yang diberikan kepada pihak yang 
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